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ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang yang kemudian disebut TPPO ialah salah satu wujud kriminalitas yang
membuat efek maupun dampak buruk yang tidak hanya terjadi pada konteks universal saja melainkan
telah marak di dalam kalangan domestik yang mana memiliki angka tiap tahunnya selalu bertambah.
Permasalahan yang berada akan diangkat yaitu pemenuhan hak restitusi korban TPPO. Adanya Undang-
Undang Pemberantasan TPPO yang masih belum maksimal yang akan melatar belakangi tema ini.
Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), adalah
pendekatan dengan menelaah aturan yg berkaitan terkait pewarusan. Dan Pendekatan konseptual
(conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau
landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini lah peneliti dapat menggunakan pisau
analisa dalam mencari jawaban atas isu dari skripsi ini.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak
mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk
memperoleh ganti kerugian berupak restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada
amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO.Dalam amar putusan tidak adanya
peraturan pelaksanaan yang jelas, sehingga sangat berpengaruh kepada pemenuhan restitusi.

Dari analisa bahan hukum yang dilakukan di peroleh kesimpulan : Akibat hukum bagi pelaku tindak
pidana perdagangan orang jika tidak membayar hak restitusi belum dijelaskan dengan detail dan
terperinci, saat ini system hukum Indonesia hanya menggunakan hukuman ganti kerugian dengan system
tambahan pidana penjara, dan Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa dalam hal
permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.

Kata kunci : hak restitusi, korban tindak perdagangan orang, kepastian hukum.



ABSTRACT

The crime of trafficking in persons, which was later called TIP, is a form of criminality that creates
adverse effects and impacts that do not only occur in a universal context but have been rife within the
domestic community, where the number is increasing every year. The problem that will be raised is the
fulfillment of the right of restitution for victims of TIP. The existence of the Law on the Eradication of
TIP, which is still not optimal, will be the background for this theme.

This research uses 2 methods, namely the statutory approach, which is an approach by examining the
rules related to inheritance. And a conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and
analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of the legal issue to be
studied, from this approach the researcher can use an analytical knife in finding answers to the issues of
this thesis.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that TIP victims or their heirs are entitled to
restitution, and the judge in this case is obliged to provide a form of protection to obtain compensation in
the form of restitution, where restitution is included and given at once in court decisions related to TIP
cases. In the decision, there are no clear implementing regulations, so it greatly affects the fulfillment of
restitution.

From the analysis of legal materials, it was concluded: The legal consequences for perpetrators of
criminal acts of trafficking in persons if they do not pay the right of restitution have not been explained in
detail and detail, currently the Indonesian legal system only uses compensation penalties with an
additional system of imprisonment, and Witness Protection and The victim stated that in the event that the
request for restitution is submitted before a court decision that has obtained permanent legal force, LPSK
can apply for restitution to the public prosecutor to be included in his claim

Keywords: Right of restitution, criminal act of trafficking in persons, legal certainty.
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